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Korupsi sebagai penyakit kronis bangsa ini bukan tidak bisa dicegah

akan tetapi diagnosa dan pengobatan yang dilakukan selama ini

keliru. Korupsi adalah refleksi terdalam dari esensi diri manusia.

Untuk itu solusi yang tepat adalah nilai-nilai agama (Islam). Hanya agama 

dengan nilai-nilai religiositasnya yang mampu menjelaskan hakekat diri

manusia yang padanya ada sifat mukmin dan ada sifat kafir.
Kata kunci: korupsi, manusia, agama.

A. Latar Belakang 

Sistem hukum Indonesia hingga kini masih diselimuti dengan beragam masalah: baik dari sisi substansi hukum; institusi hukum dan budaya hukumnya.  Tekad untuk menegakkan nilai-nilai keadilan hukum dan kepastian hukum seiring dengan jatuh dan tumbangnya resim orde baru yang repressif justru realitas yang ada memperlihatkan lain. Perilaku korup, memperkaya diri sendiri, jual beli keadilan dan berbagai pelanggaran etika hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum (the man on the street) tetapi juga oleh aparat penegak hukum bahkan semakin menggila dan sistemik melanda hingga ke lembaga legislatif (abuse of power). Untuk itu bagaimana sejatinya mencermatipenegakan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang ada selama ini? 

Sejatinya menurut penulis bangsa Indonesia harus revolusi total atas sistem hukum yang ada, sekaitan kejadian yang melanda berbagai lembaga negara kita belakang ini yang silih berganti dan berulang-ulang dari dulu hingga sekarang seperti: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung dan berbagai tingkatan peradilan yang ada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian dan jajaran eksekutif tingkat pusat hingga tingkat daerah. Lihat kejadian atau berbagai peristiwa yang menyertai sejarah panjang perjalanan dunia peradilan di Indonesia. Berapa banyak: polisis, jaksa, penasehat hukum dan hakim yang dicopot dari jabatannya bahkan mendekam di dalam penjara akibat menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya (corruption by goverment). Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Agustus 2010 lalu pernah melaporkan temuan rekening gendut perwira polisi ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Selain itu, elemen masyarakat melaporkan rekening mencurigakan sebesar Rp. 95 milyar itu ke KPK
. 
Masih ingat kasus salah satu perwira tinggi polisi (mantan Kabareskrim) Susno Duaji yang pada akhirnya di penjara dan diberhentikan dari dinas kepolisian karena terungkap bahwa beliau juga adalah salah seorang perwira polisi yang suka menerima suap
. Meskipun kasus perseteruan cicak dan buaya ini telah selesai akan tetapi substansi penyelewengan yang dilakukan belum lah tuntas hingga sekarang
. 

Demikian juga dengan keterlibatan perwira polisi Kombes Wiliardi Wizar dalam kasus pembunuhan Nasaruddin yang melibatkan Antasari Azhar, sehingga menyebabkan beliau juga di penjara dan berhenti dari dinas kepolisian. Antasari Azhar sendiri dipenjaran dan berhenti menjadi ketua KPK
. Kasus seperti ini tidak lagi mengagetkan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan
. 

Kejaksaan sebagai institusi penuntut umum juga terdapat beberapa kasus yang menarik adalah: Penangkapan jaksa senior ketua tim penyidik kasus BLBI, Agus Tri Gunawan yang tertangkap tangan menerima suap dari Ayin senilai Rp. 6.1 milyar. Suap senilai 500 ribu dollar US dari Gayus Tambuna untuk Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kamal Sofyan Nasution dan Abdul Hakim Ritonga. Penangkapan Jaksa Dwi Seno Widjanarko yang juga karena kasus suap dan banyak lagi kasus lainnya
. Kejaksaan yang seharusnya menjadi penuntut umum justru sebaliknya berbalik menjadi pelaku kejahatan. 
Selanjutnya kasus yang melibatkan hakim diantaranya adalah: Kasus suap yang melibatkan Hakim Imas Dianasari di Bandung  Penangkapan hakim senior Syarifuddin yang tertangkap tangan menerima suap dalam kasus kepailitan. Penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadi Asnun terkait dengan kasus perpajakan Gayus Tambunan. Ibrahim hakim PTUN Jakarta yang ditangkap karena kasus suap masalah pertanahan yang diperiksanya. Trend penyelewenangan oleh hakim pada periode 2009-2012 adalah kasus penyuapan, maka pada periode 2013-2014 trendnya hakim nakal bergeser ke kasus perselingkuhan seks. Serta laporan Komisi Yudisial dari 1000 hakim yang dilaporkan 437 sudah diperiksa (sejak Januari hingga  September 2011) 131 direkomendasikan untuk diberi sanksi, 18 hakim direkomendasikan untuk dipecat oleh Mahkamah Agung
. Terakhir di pertengahan tahun 2015 di tangkapnya Hakim Ketua PTUN Medan bersama panitera dan pengacara senior OC Kaligis lagi-lagi karena uang suap. Hakim-hakim nakal seperti mereka-mereka itu dimana mereka tempatkan harkat dan martabatnya sebagai wakil Tuhan di dunia. Bagaimana mereka memahami asas peradilan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Kasus yang melibatkan penasehat hukum atau advokat diantaranya adalah: penahanan pengacara yang diduga terlibat kasus suap, Adner Sirait. Demikian juga pemeriksan Advokat Senior Ketua Peradi Otto Hasibuan oleh KPK terkait kasus penyuapan dari sebuah perusahaan yang dinyatakan Pailit
 Demikian juga dengan advokat yang menjadi tersangka yang kemudian menjadi Ketua dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayantodan Abraham Samad. Bukankah mereka-mereka sebelum menjalankan provesinya harus menjalani prosesi sumpah yang atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mana pengaruh dari sumpah tersebut di dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya.

Demikian juga Laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2014 tidak bisa dianggap laporan biasa
. Ini menyangkut kualitas kepercayaan rakyat terhadap negara. Kompolnas merincikan; dari 1.036 pengaduan masyarakat yang masuk ke Kompolnas sepanjang 2014, sebanyak 785 surat atau 75 % berisi pengaduan atas pelayanan buruk polisi. Di posisi kedua, tercatat 221 surat atau 21 % keluhan atas penyalahgunaan wewenang aparat. Selebihnya pengaduan tindakan diskriminasi polisis sebanyak 27 surat atau 2,8 % dan tiga surat berisi pengaduan dugaan korupsi polisi. Dari jumlah total itu, mayoritasnya mengeluh atas pelayanan unit Reserse Polri sebanyak 949 surat. 
Jelas sudah bila polisi, jaksa, advokat dan hakim sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan, penuntutan serta memeriksa dan memutus sebuah tindak pidana dan kemudian ternyata berbalik menjadi pelaku kejahatan, maka tamatlah sudah riwayat Negara Hukum Republik Indonesia. Korupsi benar-benar telah menjadi penyakit kronis bangsa ini.  Kemana lagi rakyat harus mengadu dan mencari keadilan. Hukum dalam realitas telah menjadi komoditi aparat penegak hukum untuk memperkaya diri dengan cara melawan hukum (judicial corruption). Sumpah jabatan, nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya serta kearifan yang telah diperolehnya melalui lembaga-lembaga pendidikan (baik formal maupun informal)  mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi (doktor atau lulusan S3) semuanya ternyata tidak ada pengaruhnya untuk mencegah melakukan korupsi. Virus korupsi melanda dimana-mana. Korupsi menjadi kanker kronis stadium empat, ada apa ini?
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”
. Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggeris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian
. Di Malaysia dipakai kata “resuah” yang juga mulai dipakai di Indonesia berasal dari bahasa Arab “risywah” yang artinya sama dengan korupsi
. Korupsi dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
.
Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain
 disebutkan bahwa: 1. Korup artinya buruk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; 2. Korupsi artinya perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; 3. Koruptorartinya orang yang melakukan korupsi. Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosoedibio
, yang dimaksud corruptieadalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Dalam buku saku tentang korupsi yang diterbitkan oleh KPK tahun 2006 diuraikan bahwa bentuk korupsi dan perbuatan korupsi antara lain terdiri dari: 1. Bentuk korupsi adalah: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 2. Bentuk perbuatan korupsinya antara lain adalah: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya dan lain-lainnya. 
Berdasarkan berbagai pengertian dan ruang lingkup korupsi di atas, maka dapa kita simpulkan bahwa, korupsi adalah tindak pidana yang merupakan sikap tindak, perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai hasil perbuatan manusia, maka pada ranah inilah kita dapat melihat pentingnya pengkajian tentang diri dan kedirian manusia itu. Dari mana sumber yang ada dalam diri manusia itu sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa pula tingkat pendidikan dan kecerdasan yang tinggi (bergelar profesor doktor dan yang lainnya) tidak mampu mencegahnya berbuat jahat? Salah satu ajaran atau sumber nilai untuk mengkaji hal tersebut adalah agama (Islam) dengan nilai-nilai religiositasnya.
Ilmu pengetahuan (psikologi, patologi sosial, kriminologi, ilmu hukum dan berbagai bidang ilmu terkait) tentu saja tidak mampu memberi solusi terhadap penyimpanan perilaku manusia, oleh karena ilmu pengetahuan hanya mengkaji realitas kemanusian berdasarkan akal-akalannya (akal pikir manusia)
. Hakekat keberadaan manusia tidak mampu dikaji dan diungkap oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan dapat masuk pada ranah ini oleh karena menjawab pertanyaan dari mana manusia bisa memiliki kemampuan berpikir dan pada akhirnya kemampuan berpikir itu hilang entah kemana seiring dengan kematian yang menyertainya, tidak mampu di jawab.
C. Problematika dan Urgensi Keberagamaan 
Setiap hari kita semua berpikir sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada diri (kita) tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Dalam Surat As-Sajadah ayat 9 dijelaskan bahwa: 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Aku sempurnakan kejadian manusia Aku tiupkan roh, Aku berikan penglihatan, pendengaran dan hati, sedikit sekali manusia yang berterima kasih.
Demikian juga peringatan Tuhan di dalam alquran surat Al A’raf ayat 179 di nyatakan bahwa:

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.

Ayat-ayat di atas jelas menginformasikan bahwa, dengan adanya roh lah sehingga manusia bisa: melihat, mendengar dan berpikir serta memahami segala sesuatu. Dengan dasar ayat ini pulah lah kita dapat memperoleh informasi bahwa, karena roh yang bermarkas di “qalbu” sehingga kita bisa berfikir, jadi yang berfikir dalam bahasa agama (Islam) adalah qalbu bukan “otak”. Otak hanya lah himpunan saraf-saraf tempat mengalirnya proses pikir itu yang kita sebuat akal, bukan akal yang berfikir. Demikian juga bukan mata yang melihat ada yang melihat di mata, bukan telinga yang mendengar akan tetapi ada yang mendengar di telinga.

Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Roh yang non fisik inilah sebenarnya sumber energi diri kita. Esensi dialah sehingga raga fisik anatomis ini bisa berfungsi. Roh yang non fisik ini adalah ranah agama yang buku petunjuknya adalah kitab suci (alquran dan sunnah). Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama, sebab Tuhan telah tetapkan di dalam Kitab Al-Qur’an (Surat  Al-Israa ayat 85) bahwa: 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".


Pesan Tuhan di ayat tersebut di atas sebenarnya lurus nian, bahwa agar kamu menjadi baik pikiran, sikap dan perilakumu maka serahkan  lah urusan roh itu padaku, bukan seperti yang kita maknai selama ini bahwa roh itu urusan Tuhan maka kita tidak boleh membicarakan roh. Bagaimana mungkin kita tidak bicara tentang roh padahal roh itu kita pakai setiap detik dalam sehari semalam. Roh bila diurus oleh Tuhan maka segala pikiran, sikap dan perilaku yang dihasilkannya akan senantiasa dilandasi oleh nur Tuhan, demikian juga sebaliknya.  Untuk itu hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelematkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya, termasuk di dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, oleh karena agama mengajarkan bagaimana roh di urus oleh Tuhan.

Hanya saja disamping sifat roh yang membawa sifat-sifat Tuhan (SATF), maka manusia juga membawa sifat-sifat asal kejadiannya yang berasal dari “saripati tanah” yang berasal dari kedua ibu bapaknya yaitu sifat ingkar (kafir). Sayangnya sifat “kafir” inilah yang senantiasa menguasai dan mengontrol hidup dan kehidupan manusia sehingga senantiasa berbuat jahat dalam berbagai inpelementasinya sehingga roh diperbudaknya, padahal seharusnya roh itulah yang harus jadi panglima, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sebagaimana dikemukakan di atas oleh karena roh kita tidak lagi di urus oleh Tuhan-Nya sebagai akibat karena kita tidak pernah tahu bagaimana roh di urus oleh Tuhan. Itulah salah satu esensi keberagamaan yang hilang sejak 15 abad kita di tinggal oleh Rasulullah SAW. 

Betapa kita telah banyak melihat contoh dengan berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini yaitu: bagaimana mungkin bisa terjadi orang yang bergelar profesor doktor bisa menjadi koruptor? Bagaimana mungkin seorang menteri agama bisa menjadi koruptor bahkan bawahan yang dipimpinnya bisa menkorup pengadaan alquran. Demikian juga bencana alam dan gempa yang melanda berbagai negara di belahan bumi ini. Bila kita bersandar pada kemampuan dan kehebatan sains dan teknologi maka tentu saja negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa dan Asia (Jepang) tidak akan porak-poranda dengan berbagai gempa dan bencana alam yang terjadi. Mereka adalah negara-negara dengan kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa termasuk di dalam mendeteksi dan menangani gempa dan berbagai bencana yang terjadi, namun apa yang terjadi ternyata sains dan teknologi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika alam ini “marah” yang merupakan representasi kekuasaan Tuhan, maka manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa, namun pernakah kita sadari dan pikirkan hal tersebut?  

Pendekatan agama (aspek religius) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda ummat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus (termasuk maraknya tindak pidana korupsi yang tidak pernah bisa dihentikan) tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Oleh karena pemahaman dan pengamalan ajaran agama (Islam) yang ada selama ini banyak tidak sesuai atau telah menyimpan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan keinginan para pihak yang menafsirkannya. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan, apa yang di terang atau benda yang diterang tidak pernah kita pahami, sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang.


Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan sains dan teknologi padahal sebagaimana dikemukakan di atas sains dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Para aulia dan anbiya yang menjadi tulang punggung penyebarluasan nilai-nilai agama yang benar (sejak nabi Adam hingga Muhammad) tidak ada satupun yang keluaran sekolah formal (dari SD hingga perguruan-tinggi). Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT dan Muhammad abdi Rasulullah jadi guru. Dalam Surat At-Taubah ayat 33 dijelaskan bahwa: Dianya Allah yang mengutus seorang Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar dan mengalah agama yang lain walaupun benci orang musyrik itu.

Dalam konteks dunia hukum kita yang semakin carut marut dengan berbagai tindak pidana korupsi dan penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita “analisis dan evaluasi” bersama dengan pendekatan berdasarkan asas hukum peradilan. Dalam dunia peradilan di Indonesia salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”.  Tentu saja asas ini telah dengan jelas menunjukkan wajibnya nilai-nilai ajaran agama (Islam) untuk terlibat di dalam dunia hukum pada umumnya dan pencegahan tindak pidana korupsi secara khusus. Persoalannya kemudian bagaimana ajaran agama (Islam) dilibatkan dalam hal tersebut?

Kebanyakan diantara kita pada awal menerima pertanyaan tersebut pasti akan kebingungan dan geleng-geleng kepala pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran bersama untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam realitas. Elemen-elemen atau institusi-institusi keagamaan kita juga tidak pernah menyentuh hal tersebut.Kita sangat keliru ketika masalah seperti ini dipahami dapat diselesaikan melalui penyadaran diri dalam bentuk: introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga (sebagai olah spiritual, bukan olah raga), meditasi, iktikaf, tafakur, atau zikir. Apa yang bisa diselesaikan pendekatan seperti ini apabila diri yang sebenarnya diri pada kita tidak dipahami. Tuhan yang disembah-Nya tidak dikenal. Dianggapnya Tuhan ada dimana-mana. Padahal bila Tuhan ada dimana-mana, maka disebuah kantor jika Tuhan ada tidak akan ada korupsi. Bila di kampus adaTuhan maka mahasiswa tidak akan unjuk rasa hingga melakukan tindakan anarkhis. 

Di jelaskan dalam Surat Ash-Shaff ayat 2-3 bahwa:
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memperkatakan barang sesuatu yang tidak kamu ketahui, besar sekali benci Allah lantaran mereka itu memperkatakan barang sesuatu tapi hukumnya tidak diketaui.
Bahkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 175 Allah telah menyindir oang-orang seperti di atas dalam firmannya bahwa: 
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Dia telah membeli sesat dengan petunjuk, membeli siksa dengan ampun, alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka.   

Dalam kaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan semua kembali kepada pribadi masing-masing dan termasuk para aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin bila aparat penegak hukumnya memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai seperti mantan hakim agung Pak Bismar Siregar atau Pak Artidjo Alkotsar atau Yap Thiam Hien mungkin kita bisa terima akan tetapi yang kepamahan agamanya tidak karuan bagaimana? Hampir dapat dipastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum yang masih melakukan berbagai pelanggaran etika hukum pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak karuan. Sejatinya dengan asas ini maka tidak ada aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan melakukan tindak pidana korupsi. Pertanyaan yang kembali muncul kenapa bisa seperti itu?

Pendekatan lain yang kita bisa gunakan adalah “sumpah jabatan”. Setiap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim) sebelum, pada saat atau setelah dilantik dan melaksanakan tugas, maka mereka terlebih dahulu harus melewati proses “sumpah”. Sebuah prosesi yang tidak hanya melibatkan diri dan pimpinan aparat yang bersangkutan akan tetapi dengan bangga kita libatkan Tuhan didalamnnya. Padahal Tuhan itu sendiri tidak dikenalnya. Salah satu substansi sumpah adalah ikrar untuk tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan tindak pidana (korupsi). Untuk itu pertanyaannya kenapa hingga kini sumpah jabatan tersebut ternyata tidak fungsional karena yang terjadi adalah sumpah tersebut dilanggar tanpa sedikitpun rasa bersalah. 

Apa yang salah dalam hal ini, teks sumpah yang salah atau orang yang bersumpah yang tidak paham akan sumpahnya ataukah ada penyebab lain. Satu penyebab intinya sebagaimana dikemukakan di atas, adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang bersumpah, diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat. Diri yang esensi dalam diri setiap manusia. Inilah yang selalu kita dengar dari ulama-ulama kita bahwa: Allah tidak melihat pada rupamu dan amalmu, hanya Allah melihat pada hatimu dan niat kamu.Hati itulah tempat bersemayamnya roh yang mengontrol akal pikir, sikap dan perilaku manusia. Roh inilah yang juga disebut “mukmin” atau kepercayaan Tuhan, amanah Tuhan (abdi fi qolbul mu’minin) disebut juga “umat pertengahan”. Dia lah yang pada akhirnya nanti bertanggung-jawab di hadapan Tuhan sebagaimana firman Tuhan berikut ini:
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan  agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
Roh itulah yang akan menjadi saksi atas segala kelakuan kita sebagai “manusia”. Bukan kita sebagai “manusia” menjadi saksi atas kesalahan orang lain (manusia-manusia lainnya) atau orang-orang yang ada disekitar kita. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi atas kesalahan orang lain oleh karena di akhirat nantinya masing-masing orang akan  mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Menjadi saksi atas segala kelakuan kita sebagai manusia saja sungguh suatu perkara yang sulit dan berat apatah lagi menjadi saksi atas kelakuan manusia lainnya. Lagi-lagi itulah pertanda kekeliruan kita dalam beragama selama ini.
D. Penutup 
Korupsi sebagai penyakit kronis sudah tidak bisa lagi ditangani hanya semata berharap pada hukum perundang-undangan yang ada serta bantuan ilmu pengetahuan. Solusi cerdas dan utama yang bisa diharapkan adalah pendekatan nilai-nilai agama (religiositas). Hanya saja nilai-nilai agama yang juga tidak seperti yang selama ini masyarakat pahami dan amalkan, akan tetapi nilai-nilai religiositas sebagaimana diajarkan oleh Rasulluallah 15 abad yang lalu. 
Nilai-nilai ajaran agama Islam selama ini belum dilibatkan sebagaimana mestinya di dalam kampanye, pencegahan dan penindakan terhadap korupsi.Bahkan masyarakat cenderung keliru di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Untuk itu selama manusia secara umum (pelaku tindak pidana korupsi) dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan ini. Sains dan teknologi hanya berperan, berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi serta melayani kebutuhan material kehidupan manusia. Hal itulah yang menyebabkan persoalan-persoalan kehidupan hingga kini tidak pernah bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik. 
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